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Tesisini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS.
Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk
mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS
yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan
RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap digjukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetuijui
perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat K eputusan Menteri
tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 27 huruf () UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara
RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut digjukan kepada Menteri
untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sgjak tanggal Aktatersebut dibuat, sehingga
berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat
digjukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang
menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
Tesisini juga membahas mengenal perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT.
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan
digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status
diterbitkannya Surat K eputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan
kuorum kehadiran RUPS.

...... This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from
the deed of amendment which does not meet the company's GM S attendance quorum. In Article 88
paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GM S to change the
Article of Association if the meeting could take place at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting
rights present or represented at the GM S, but in this case, the GM S was held without the presence of a
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gquorum of at least 2/3 (two thirds) the part, but the GM S still make decisions, the decision of the GMS are
set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for
obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a
decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not
meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act.
In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented
in the GM S forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed
was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot
be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7),
which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty)
days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which
can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the
company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative
juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister
Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GM S attendance quorum.



